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Piercing The Corporate Veil principle is a common law doctrine that
teaches about the veil special breakout company (corporate veil) covering
the Board of Directors and other organs in running the company does
not fit or have violated the principle of fiduciary duty (good faith) to the
intent and purpose of the company.This type of research in this thesis is
anormative legal research means tend to use secondary data in the form
of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.
To collect the data in this research is a study done by the descriptive
analysis. The resulted in losses for both the company and third parties,
First Defendant's actions can be categorized as a tort (onrechtmatige
daad) under Article 1365 of the Civil Code. In the verdict the judge in
his ruling has been applying the principle of piercing the corporate veil
but does not necessarily resolve the matter of debts between the Compa-
ny (Plaintiff) with rights holders of promissory notes **mayofield notes"
or the Board of Directors (Defendant 1) with the holders of promissory
notes " mayofield note

Asas Piercing The Corporate Veil adalah doktrin common law yang
mengajarkan tentang penembusan tabir perseroan (corporate veil) yang
menutupi direksi dan organ lainnya yang dalam menjalankan perseroan
yang tidak sesuai atau telah melanggar prinsip fiduciary duty (itikad
baik) sesuai maksud dan tujuan perseroan. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder baik
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hu-
kum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan perkara per-
data Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim memutuskan bahwa putusan
hakim telah menerapkan asas piercing the corporate veil namun tidak
serta merta menyelesaikan perkara utang piutang baik antara Perseroan
(Penggugat) dengan para pemegang hak promissory notes "mayofield
notes" atau antara Direksi (Tergugat 1) dengan para pemegang promis-
sory notes "mayofield note".

@2015 NK Allrights reserved.
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Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang
memiliki identitas hukum terpisah dari pemegang
saham yang hanya bertanggungjawab sebatas aset
atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal
badan hukum itu. Von Gierke dalam teori organ
mengemukakan bahwa badan hukum merupakan
suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat
kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan
hukum (Ridho, 2004), misalnya anggota-anggota-
nya atau pengurusnya, seperti manusia melakukan
segala perbuatannya dengan organ-organ tubuh-
nya. Menurut teori ini, badan hukum benar-benar
ada, berfungsi sama seperti manusia, dan perbuat-
an yang dilakukannya merupakan perbuatan badan
hukum itu sendiri. Tujuan badan hukum adalah
tujuan yang kolektif, terlepas dari tujuan individu-
individu yang menjadi organ-organnya (Rusli,

1989).

Selain itu, adanya prinsip "Seperate Legal Entity"
yang diperoleh pada saat status badan hukum itu
diperoleh maka esensi dari prinsip tersebut adalah
perusahaan memiliki identitas hukum yang berbe-
da dengan para pendiri, pengurus dan pemegang
sahamnya. Selain itu prinsip ini juga mendefinisi-
kan hak dan kewajiban perseroan terpisah dari hak
dan kewajibannya bila perusahaan mengalami ke-
rugian.

Namun di dalam pengadilan hal tersebut dapat
menghapuskan konsep tanggung jawab terbatas, se-
hingga pihak ketiga (kreditor) dari perseroan terba-
tas apabila mengakibatkan kerugian perseroan atau
perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit maka
perseroan atau pihak ketiga yang dirugikan dapat
mengajukan gugatan untuk meminta pertanggung-
jawaban pendiri, pemegang saham dan pengurus
dari Perseroan Terbatas itu sampai kepada pribadi
apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam
pengurusan perseroan (Ais, 2000). Hal ini biasa di-
sebut denganpiercing the corporate veil"

Piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin
yang membuat pengecualian terhadap suatu prin-
sip umum, di mana tanggung jawab pengurus per-
usahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat
menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung
jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terba-
tas (Reed, 2006). Prinsip piercing the corporate veil
yang tertulis pada Undang-undang (UU) Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pe-
ngaruh hukum asing yang di impor yang umumnya
dari hukum Anglo Saxon. Prinsip ini mengajarkan
bahwa sungguh pun suatu badan hukum bertang-

gung jawab secara hukum hanya sebatas harta ba-
dan hukum tersebut, namun dalam hal-hal tertentu
batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus.Jadi
bila dulu tidak dikenal pertanggungjawaban pri-
badi Pemegang Saham tapi kini dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Prinsip "Piercing The Corporate Veil" tidak hanya
terbatas tindakan yang ada pada Undang-Undang
Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata namun
mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang ti-
dak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan
yang dapat dilakukan baik oleh pemegang saham
, komisaris dan direksi perseroan. Asas piercing the
corporate veil tidak hanya dapat diterapkan lerha-
dap pemegang saham perseroan, melainkan juga
terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya
memungkinkan terjadinya penyimpangan atau di-
lakukanya hal-hal yang dapat mencegah untuk ti-
dak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan,
yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi
perseroan hingga perseroan tidak sanggup meme-
nuhi seluruh kewajibannya. Ini berarti pengurus
perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris dapat
dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas
kerugian perseroan.

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut teori
penyingkapan tirai perusahaan (piercing the corpora-
te veil) yang mempunyai tujuan yaitu keadilan bagi
pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor
maupun pemegang saham (Subhan, 2008). Piercing
the corporate veil yang diartikan sebagai suatu pro-
ses untuk membebani tan&ung jawab ke pundak
orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dila-
kukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat ke-
pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenamya
dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut (Fuady,

2005). Dengan demikian, piercing the corporate veil ini

pada hakekatnya merupakan doktrin yang memin-
dahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada
pemegang saham, direksi. atau komisaris, dan bi-
asanya doktrinini baru diterapkan jika ada klaim
dari pihak ketiga kepada perseroan.

Dalam konteks pe:megang saham yang diterapkan
asas piercing the corporate ueil, maka pemegang sa-
ham bertanggung jav.-ab kepada kreditor perseroan,
sebagai akibat tindalcan pemegang saham tersebut
yang menyebabkan harta perseroan mengalami
kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajiban-
nya kepada kreditor. Sedangkan pada direksi atau
dewan komisaris persie..-0an, mereka bertanggung
jawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang
diterbitkan sebagai akibat tindakan mereka.

Pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian
Perseroan dimulai pada hak perorangan yang lahir
dari pe:rjanjian dalam mendirikan Badan Hukum



yang berbentuk PT Pasallayat (1) Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan
Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan ada-
lab badan hukum yang didirikan berdasarkan per-
janjian, melakukan kegiatan modal usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan mewakili persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan-
nya.Hak dan kewajiban tiap anggota badan hukum
ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang menja-
dikan badan hukum tersebut didirikan atau diakui,
menurut akta pendirian sendiri, pe:rjanjian sendiri.
Para anggota badan hukum sebagai perseorangan
tidak bertanggung jawab atas pe:rjanjian-pe:rjanjian
perkumpulannya. Semua utang perkumpulan itu
hanya dapat dilunasi dengan harta benda perkum-

pulan (Wicaksono, 2009). Dengan kata lain pertang-
gungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban
terbatas atau tanggung jawab terbatas berkaitan de-
ngan tindakan pengurus, pemegang saham maupun
perseroan terbatas itu sendiri. Jadi makna terbatas
itu mengandung arti keterbatasan dari sudut perse-
roan terbatas, penanam modal maupun pengurus
perseroan terbatas. Jadi dengan pertanggungjawab-
an terbatasitu sudah dapat diramalkan seberapa be-
sar maksimal resiko kerugian yang mugkin diderita
(Prasetya, 2002).

Konsep pertanggungjawaban direksi yang dimak-
sud adalah pertanggungjawaban yang sesuai de-
ngan IJUPT Nomor 40 Tahun 2007, dimana konsep
ini akan dikaitkan dengan asas piercing the corpo-
rate veil, teori ini masih berkembang di Indonesia
sehingga diperlukan pengembangan dan aplikasi
yang tepat dalam sistem hukum Indonesia. Pertang-
gungjawaban perdata terhadap direksi harus meru-
juk kepada hukum perusahaan dan anggaran dasar
perseroan itu sendiri.Artinya sepanjang direksi per-
seroan telah melakukan tugas dan kewenangan de-
ngan kemampuan profesionalitasnya, kehati-hatian
dan dengan itikad baik untuk kepentingan perse-
roan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
maka direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan
untuk mengganti kerugian yang diderita perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, direksi memiliki kebebas-
an dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-
undang dan Anggaran Dasar, dalam hal ini peme-
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gang saham mayoritas tidak boleh mempengaruhi
apalagi memaksakan kehendak kepada direksi da-
lam pengelolaan perseroan selain melalui mekanis-
me RUPS (Hariyanto, 2001). Sedangkan di dalam
teori fiduciary duty yang berlaku bagi direksi di da-
lam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan
tugasnya dengan baik serta menjalankan fungsinya
sebagai manajemen, yaitu dalam memimpin peru-
sahaan maupun sebagai representasi, yaitu mewa-
kili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Fu-
ady, 2007).

Selanjutnya seorang direksi perseroan harus mem-
punyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and
skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap
perseroan dengan derajat yang tinggi (high degree).
Sebagaimana prinsip-prinsip manajemen perseroan
yang baik, telah diakomodasikan dalam ketentuan-
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tersirat dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT ini bahwa
anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya de-
ngan itikad baik (in good faith) dan dengan penuh
tanggung jawab (responsibility). Direksi tidak boleh
mengambil kesempatan menguntungkan yang se-
harusnya dimiliki oleh perusahaan dan mengambil
tindakan yang mengakibatkan benturan kepenting-
an dengan membuat keputusan sendiri.

Berdasarkan asas Piercing The Corporate Veil maka
dapat diterapkan pada direksi yang secara sengaja
melakukan kesalahan yang menyebabkan timbul-
nya kerugian Perseroan. Praktik pelaksanaannya
direksi seharusnya dalam menjalankan tugasnya ti-
dak boleh menerima manfaat untuk dirinya sendiri
tetapi harus mendahulukan kepentingan perseroan.
Akan tetapi direksi dalam perseroan seringkali ti-
dak menjalankan peran kepengurusan dan peng-
awasannya terhadap perseroan, sehingga karena
kesalahannya dan kelalaiannya rnenyebabkan tim-
bulnya kerugian dalam perseroan. Berdasarkan per-
masalahan tersebut, maka dapat diberlakukan asas
Piercing The Corporate Veil dimana tanggung jawab
direksi yang bersifat terbatas diubah menjadi tang-
gung jawab yang tidak terbatas.

Permasalahan akan timbul ketika keputusan bisnis
yang diambilnya temyata merugikan perusahaan,
padahal dalam mengambil keputusan tersebut di-
rektur tersebut melakukannya dengan jujur dan
itikad baik. Arsht (1979) mengemukakan bahwa un-
tuk melindungi para direktur yang beritikad baik
tersebut muncul teori business judgement rule yang
merupakan salah satu teori yang bertujuan untuk
menjamin keadilan para direktur yang beritikad
baik (Strienr, et al., 2010). Penerapan teori ini mem-
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punyai tujuan untuk keadilan, khususnya bagi para
direktur sebuah perusahan terbatas dalam melaku-
kan suatu keputusan bisnis.

Berdasarkan teori business judment rule, pertimbang-
an bisnis para anggota direksi tidak dapat digang-
gu gugat baik oleh pengadilan maupun pemegang
saham (Sjahdeini, 2001). Para anggota direksi tidak
dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat
yang timbul karena telah diambilnya pertimbangan
bisnis oleh anggota direksi sekalipun pertimbangan
itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu, prinsipnya
mencegah campur tangan judisial terhadap direksi
yang didasari itikad baik dan kehati-hatian dalam
rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah me-
nurut hukum (Ginting, 2007).

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT menggambarkan
dengan jelas makna dari itikad baik (good faith) dan
prinsip kehati-hatian (due care) dalam business jud-
gment rule bagi setiap anggota direksi. Setiap pem-
buktian yang secara tegas dan jelas menyatakan
bahwa direksi telah melanggar fiduciary duty atau
telah melakukan kelalaian berat (gross negligence),
kecurangan (fraud), hal-hal yang di dalamnya me-
miliki unsur atau menerbitkannya tcrjadi bentur-
an kepentingan (conflict of interest), atau perbuatan
yang melanggar hukum (illegality), maka prinsip bu-
siness of judgment rule tidak lagi melindungi direksi
secara keseluruhan. Dengan aturan Pasal97 ayat (4)
UUPT, tanggung jawab tersebut menjadi tanggung
jawab renteng bagi seluruh anggota direksi. Menu-
rut Widjaja (2008) bagi anggota direksi yang ingin
lepas dari tanggung jawab renteng ataupun tang-
gung jawab pribadi direksi tersebut maka harus da-
pat membuktikan sebaliknya, bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah tim-
bul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian hu-
kum normatif (Soekanto dan Mamuji, 2010) atau
biasa disebut dengan penelitian hukum dokrinal
(Wigyosubroto, 2002) dan beberapa ahli yang me-
nyebut jugadengan penelitian hukum kepustakaan

yang secara umum mencakup penelitian hukum
terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum,
peraturan konkrit dan sistem hukum. Cakupan pe-
nelitian hukum normatif akan terlihat dari analisis
putusan hakim yang telah menjadi yuriprudensi ke-
mudian akan dijabarkan sesuai dengan sasaran po-
kok dalam penelitian hukum normatif. Berdasarkan
tingkatan penelitian dilakukan, maka kategori ting-
katan penelitiannya merupakan penelitian pengem-
bangan, yaitu penelitian yang bertujuan mengem-
bangkan masalah (problem Indenti.fication) (Soekanto,
2008).

Metode pendekatan yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah dengan metode pendekatan yang
bersifat deskritif analitik (Soekanto, 2008). Dengan
pendekatan konseptual (conseptual approach) dan
sasaran yang hendak dicapai adalah penelahaan
penerapan asas piercing the corporate veil terhadap
tanggung jawab Direksi dalam perusahan terbatas
kemudian melihat dari putusan hakim.Tipe peneli-
tian yang mendasari diri dengan tipe deskritif ana-
litik memberikan peluang dalam penelitian ini un-
tuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh
proses yang hendak diwujudkan dalam menjawab
rumusan masalah penelitian yang diajukan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor:

09/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Tim, dimana Perseroan meng-
ajukan gugatan terhadap mantan direksi....ya yang
telah menerbitkan surat utang (promissory notes) tan-
pa mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham
dan Dewan Komisaris dan meminta uang sewa dari
penyewa gedung'toko mall tanpa memberikannya
ke perusahaan, tindakan-tindakan tersebut telah
melanggar prinsip fiduciary duty dalam mengurus
perseroan dimana direksi melakukan sebuah kecu-
rangan (fraud), sehingga direksi yang mempunyai
duty of care dan duty of loyalty terhadap perseroan
yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum
yang memiliki status, kedudukan dan kewenang-
an yang dapat dipersamakan dengan manusia se-
hingga disebut artificial person (Sunur, 2010). Ber-
dasarkan perumusan Von Gierke yang menyatakan
bahwa badan hukum tersebut adalah suatu realitas
sesungguhnya sama seperti manusia yang ada di
dalam pergaulan hukum (Junaidi dan Joni, 2014).
Perseroan terbatas merupakan badan hukum na-
mun tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum maka diperlukan orang-orang yang menja-
lankan, mengurus dan mengawasi perseroan inilah
yang disebut organ (organ theory) selayaknya manu-
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sia, yang menegaskan bahwa badan hukum tidak
dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum de-
ngan sendirinya tanpa organ-organ perseroan yang
bertindak untuk dan atas nama perseroan dan tang-
gung jawab badan hukum untuk mencapai maksud
dan tujuan perseroan. Organ-organ dalam persero-
an adalah salah satunya direksi dalam menjalankan
tugas pengurusan fungsinya sebagai perwakilan
(representasi) dari perseroan yaitu prinsip mewakili
perseroan di luar pengadilan menyebabkan akan
terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang
dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepenting-
an perseroan. Tugas dan tanggung jawab pengurus-
an dan perwakilan yang dimiliki direksi itu bersum-
ber pada dua hal, yaitu: ketergantungan perseroan
pada direksi dipercayakan dengan kepengurusan
dan perwakilan perseroan dan kemudian perseroan
adalah sebab bagi keberadaan direksi (raison d'etre),
apabila tidal< ada perseroan, juga tidal< ada direksi
(Adhyaksa, 2015). Karena itu, tepat dikatakan bah-
wa antara perseroan dan direksi terdapat fiduciary
relationship (hubungan kepercayaan) yang melahir-
kan fiduciary duties bagi para anggota direksi.

Fiduciary duty merupakan suatu kewajiban yang
ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang
memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan
pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya,
yang sifatnya hanya atasan-bawahan sesaat (Palayu-
kanm et al., 2013). Orang mempunyai kewajiban ini
harus dilaksanakan berdasarkan suatu standar dari
kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi se-
suai dengan yang dinyatakan oleh hukum.Sedang-
kan fiduciary ini adalah seseorang yang memegang
peran sebagai wakil (trustee) atau suatu peran yang
disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai
wakil, dalam hal ini peran tersebut di dasarkan
kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence)
yang dalam peran ini meliputi ketelitian (scrupu-
lous), itikad baik (good faith), dan Kketerusterangan
(condor). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti,
pengurus atau pengelola, pengawas, wakil, atau
wali dan pelindung (guardian). Dalam pengurusan
perseroan atau perusahaan, para anggota direksi
sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan
tersebut merupakan pemegang amanah (fiduciary)
yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pe-
megang kepercayaan.

Direksi memiliki posisi sebagai fiduccia dalam
pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungan
harus secara adil. Hubungan fiduciary duty tersebut
didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust
and confidence) yang dalam peran ini meliputi, keteli-
tian (scrupulous),itikad baik (good faith),dan keterus-

terangan (condor).Dalam memahami hubungan pe-
megang kepercayaan (fiduciary relationship) tersebut,
common law mengakui bahwa orang yang meme-
gang kepercayaan (fiduciary) secara natural memi-
liki potensi menyalahgunakan wewenangnya. Oleh
sebab itu hubungan pemegang kepercayaan terse-
but harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

PertanggungJawaban Direksi yang dapat Diterapkan
Asas Piercing The Corporate Veil Berdasarkan Putus-
an Perkara Perdata No.09/PdtG/2010/PN.JktTun.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ten-
tang Perseroan Terbatas menyatakan anggota Di-
reksi menjalankan perseroan untuk kepentingan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perse-
roan.Anggota Direksi diberikan hak dan kekuasaan
penuh untuk menjalankan tugas perseroan dan seri-
ap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan
oleh anggota direksi sesuai dengan undang-undang
dan Anggaran Dasar perseroan, maka Pasal 97 ayat
(3) UUPT menyebutkan dengan tegas anggota di-
reksi harus bertanggung jawab sampai dengan har-
ta pribadi atau dengan kata lain dapat diterapkan
asas piercing the corporate veil.

Tindakan di luar batas kewenangan (ultra vires)
yang di berikan oleh undang-undang atau anggaran
dasar perseroan atau lalai dalam mejalankan tugas
yang mengakibatkan kerugian. Perbuatan hukum
yang perseroan tidak cakap untuk melakukan kare-
na berada di luar cakapan maksud dan tujuan di-
kenal dengan nama perbuatan ultra vires.Perbuatan
ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang
batal demi hukum dan oleh karena itu tidak dapat
mengikat perseroan. Perbuatan direksi yang bera-
da di luar kewenangan bertindak perseroan antara
lain : tindakan yang menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar per-
seroan adalah tindakan yang berada di luar maksud
dan tujuan perseroan, tindakan dari direksi perse-
roan di luar kewenangan yang diberikan kepada-
nya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk
Anggaran Dasar perseroan.

Bertitik dari hal tersebut dihubungkan dengan per-
seroan merupakan permasalahan yang menyangkut
dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan di-
reksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak
atau transaksi dengan pihak ketiga yang mengan-
dung ultra vires adalah batal (nullity), maka perse-
roan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau
transaksi yang mengandung ultra vires tersebut,
meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau
transaksi dengan itikad baik (good faith) hal itu be-
lum mencukupi, karena untuk melindungi pihak
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ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengan-
dung ultra vires tersebut, semestinya pihak ketiga
itu harus melihat secara konstruktif maksud dan
tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum da-
lam anggaran d.

Untuk perlindungan terhadap pihak ketiga dalam
transaksi atau kontrak yang ultra vires, menghadapi
kasus mengenai penerapan doktrin ultra vires ini,
bahwa kontrak atau transaksi yang dilakukan de-
ngan itikad baik itu harus benar-benar dalam ling-
kup maksud dan tujuan perseroan sebagai perlin-
dungan terhadap pihak ketiga. Penerapan doktrin
ultra vires dalam pengurusan perseroan, bertitik to-
lak dari prinsip yang mengatakan bahwa kapasitas
atau kekuasaan direksi menjalankan pengurusan
perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan
usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang
ditentukan dalam undang-undang dan anggaran
dasar perseroan saja dan setiap perbuatan direksi
yang dilakukan di luar dari koridor undang-undang
perseroan dan anggaran dasar perseroan termasuk
perbuatan yang ultra vires dan terhadap tindakan
direksi tersebut adalah batal demi hukum (null and
void ). Sehubungan dengan itu, terhadap perseroan
tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi
yang ultra vires, perseroan juga tidak dapat mengu-
kuhkan dan melaksanakan (to enforce and to perform)
dan RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui
tindakan direksi yang mengandung ultra vires ter-
sebut.

Dalam konteks ultra vires ini perlu diperhatikan bah-
wa dalam hal perseroan selaku badan hukum, ru-
musan maksud dan tujuannya adalah pembatasan
kecakapan bertindak. Karena itu perbuatan hukum
yang dilakukan perseroan dan perbuatan tersebut
tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam
maksud dan tujuannya adalah batal karena hukum
(null and void).

Direksi yang dalam menjalankan pengurusan yang
karena kesalahan dan kelalaiannya dapat dituntut
oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri berda-
sarkan Pasal97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang men-
jelaskan ketentuan dalam pasal tersebut adalah pe-
megang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah
saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri, apabila terbukti terdapat ang-
gota direksi yang karena kesalahannya dan kelalai-
annya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pada
Putusan Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/
PN.Jkt. Tim yang telah menerbitkan Promissory Notes
"Mayofield Notes* kepada pihak ketiga (masyarakat)

secara melawan hukum dengan tanpa mendapat
persetujuan Dewan Komisaris (Berita Acara Rapat
No. 24) (bukti P-B) dimana mensyaratkan Direksi
dalam melakukan tindakan hukum untuk memin-
jam uang kepada pihak ketiga untuk dan atas nama
Penggugat wajib mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari seorang Komisaris Perseroan agar tin-
dakan hukum tersebut dapat mengikat Perseroan.

Berdasarkan kasus tersebut tindakan Tergugat |
(pada saat itu selaku direksi Penggugat) dalam me-
nerbitkan promissory notes "mayofield notes” secara
hukum telah melanggar prinsip fiduciary duty eli-
mana sebagai Tergugat I baik selaku direktur utama
dan/atau selaku direktur (tunggal) telah melakukan
tindakan diluar kewenangannya (ultra vires) dimana
direksi dalam m ::nerbitkan promissory notes “mayofi-
eld notes' telah melanggar undang-undang tidak se-
suai dengan Anggaran Dasar perseroan yang mana
direksi di dalam menerbitkan surat utrng harus
mendapat persetujuan dari RUPS atau Dewan Ko-
misaris, maka dari hal itu perseroan dapat
menolakkontrak atau transaksi yang dibuat oleh
Tergugat | batal demi hukum.

Dalam menjalankan pengurusan Tergugat | juga
terbukti  telah melanggar peraturan perundang-
undangan (statutory duty or duty obedience) berda-
sarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
menyatakan bahwa perseroan dalam menerbitkan
surat utang Promissory Notes Mayofield Notes wajib
mempunyai 2 (dua) anggota Direksi sedangkan da-
lam kurun waktu 31 Januari 2008/d 19 Juni 2009
Perseroan hanya memiliki 1 (satu) anggota direksi.
Tergugat | menerbitkan Promissory Notes "Mayofield
Notes" bertentangan dengan ketentuan Pasall2 ayat
1 (a) Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat
sebagaimana temyata dalam Akta No. 69 (vide buk-
ti P-3), dimana mensyaratkan Direksi dalam mela-
kukan tindakan hukum untuk meminjam uang ke-
pada pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan
(Penggugat) wajib mendapatkan persetujuan terle-
bih dahulu dari Dewan Komisaris perseroan (Peng-
gugat) agar tindakan hukum tersebut mengikat Per-
seroan (Penggugat).

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemuka-
kan oleh pertanggungjawaban menurut Prasetya
(2002) yang menyatakan bahwa mengenai tanggung
jawab dapat dilihat dari segi hubungan ekstem dan
segi hubungan intern. Tergugat | yang telah mener-
bitkan promissory notes "‘mayofield notes” telah
mengakibatkan kerugian pada Penggugat (perse-
roan) hal ini menunjukan bahwa Tergugat | ( pada
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ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengan-
dung ultra vires tersebut, semestinya pihak ketiga
itu harus melihat secara konstruktif maksud dan
tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum da-
lam anggaran d.

Untuk perlindungan terhadap pihak ketiga dalam
transaksi atau kontrak yang ultra vires, menghadapi
kasus mengenai penerapan doktrin ultra vires ini,
bahwa kontrak atau transaksi yang dilakukan de-
ngan itikad baik itu hams benar-benar dalam ling-
kup maksud dan tujuan perseroan sebagai perlin-
dungan terhadap pihak ketiga. Penerapan doktrin
ultra vires dalam pengurusan perseroan, bertitik to-
lak dari prinsip yang mengatakan bahwa kapasitas
atau kekuasaan direksi menjalankan pengurusan
perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan
usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang
ditentukan dalam undang-undang dan anggaran
dasar perseroan saja dan setiap perbuatan direksi
yang dilakukan di luar dari koridor undang-undang
perseroan dan anggaran dasar perseroan termasuk
perbuatan yang ultra vires dan terhadap tindakan
direksi tersebut adalah batal demi hukum (null and
void). Sehubungan dengan itu, terhadap perseroan
tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi
yang ultra vires,perseroan juga tidak dapat mengu-
kuhkan dan melaksanakan (to enforce and to perform)
dan RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui
tindakan direksi yang mengandung ultra vires ter-
sebut.

Dalam konteks ultra viresiniperlu diperhatikan bah-
wa dalam hal perseroan selaku badan hukum, ru-
musan maksud dan tujuannya adalah pembatasan
kecakapan bertindak. Karena itu perbuatan hukum
yang dilakukan perseroa..11 dan perbuatan tersebut
tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam
maksud dan tujuannya adalah batal karena hukum
(null and void).

Direksi yang dalam menjalankan pengurusan yang
karena kesalahan dan kelalaiannya dapat dituntut
oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri berda-
sarkan Pasal97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang men-
jelaskan ketentuan dalam pasal tersebut adalah pe-
megang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah
saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri, apabila terbukti terdapat ang-
gota direksi yang karena kesalahannya dan kelalai-
annya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pada
Putusan Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/
PN.Jkt.Tim yang telah menerbitkan Promissory Notes
"Mayofield Notes" kepada pihak ketiga (masyarakat)

secara melawan hukum dengan tanpa mendapat
persetujuan Dewan Komisaris (Berita Acara Rapat
No. 24) (bukti P-13) dimana mensyaratkan Direksi
dalam melakukan tindakan hukum untuk memin-
jam uang kepada pihak ketiga untuk dan atas nama
Penggugat wajib mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari seorang Komisaris Perseroan agar tin-
dakan hukum tersebut dapat mengikat Perseroan.

Berdasarkan kasus tersebut tindakan Tergugat |
(pada saat itu selaku direksi Penggugat) dalam me-
nerbitkan promissory notes "mayofield notes" secara
hukum telah melanggar prinsip fiduciary duty di-
mana sebagai Tergugat | baik selaku direktur utama
dan/atau selaku direktur (tunggal) telah melakukan
tindakan diluar kewenangannya (ultra vires) dimana
direksi dalam menerbitkan promissory notes “mayofi-
eld notes" telah melanggar undang-undang tidak se-
suai dengan Anggaran Dasar perseroan yang mana
direksi di dalam menerbitkan surat utrng harus
mendapat persetujuan dari RUPS atau Dewan Ko-
misaris, maka dari hal itu perseroan dapat menolak
kontrak atau transaksi yang dibuat oleh Tergugat |
batal demi hukum.

Dalam menjalankan pengurusan Tergugat | juga
terbukti  telah melanggar peraturan perundang-
undangan (statutory duty or duty obedience) berda-
sarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
menyatakan bahwa perseroan dalam menerbitkan
surat utang Promissory Notes Mayofield Notes wajib
mempunyai 2 (dua) anggota Direksi sedangkan da-
lam kurun waktu 31Januari 2008s/d 19 Juni 2009
Perseroan hanya memiliki 1 (satu) anggota direksi.
Tergugat | menerbitkan Promissory Notes “*Mayofield
Notes" bertentangan dengan ketentuan Pasall2 ayat
1 (a) Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat
sebagaimana temyata dalam Akta No. 69 (vide buk-
ti P-3), dimana mensyaratkan Direksi dalam mela-
kukan tindakan hukum untuk meminjam uang ke-
pada pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan
(Penggugat) wajib mendapatkan persetujuan terle-
bih dahulu dari Dewan Komisaris perseroan (Peng-
gugat) agar tindakan hukum tersebut mengikat Per-
seroan (Penggugat).

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemuka-
kan oleh pertanggungjawaban menurut Prasetya
(2002) yang menyatakan bahwa mengenai tanggung
jawab dapat dilihat dari segi hubungan ekstem dan
segi hubungan intern. Tergugat | yang telah mener-
bitkan promissory notes "mayofield notes” telah
mengakibatkan kerugian pada Penggugat (perse-
roan) hal ini menunjukan bahwa Tergugat | ( pada

-50-



Harahap & Tumanggar!Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil

saat itu selaku direksi Penggugat) bertanggung ja-
wab secara eksternal yaitu tanggung jawab direksi
yang meliputi tanggung jawab direksi kepada pihak
ketiga yang melakukan hubungan hukum, yang di-
lakukan direksi dalam kapasitasnya sebagai harta
kekayaan orang lain baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal ini direksi tidal< hanya bertanggung ja-
wab secara eksternal saja tetapi mempunyai tang-
gung jawab secara internal yaitu direksi bertang-
gung jawab yang meliputi tanggung jawab Direksi
terhadap perseroan dan pemegang saham. Dalam
artian keduanya dapat diminta pertanggungjawab-
an sampai kepada harta pribadi apabila dapat di
buktikan bahwa kerugian tersebut adalah akibat
dari kesalahan atau kecurangan dari Tergugat atau
dapat diterapkan asas piercing the corporate veil.

Tetapi dalam hal pertimbangan hakim penulis me-
nemukan hal yang mana hakim menolak gugatan
Penggugat yang mana Tergugat yang mana ber-
dasarkan gugatan yang diajukan Penggugat telah
memberikan bukti-bukti bahwa Tergugat dalam
menjalankan pengurusan perseroan tersebut telah
meminta dan menerima uang sewa dari penyewa/
pemilik toko pada beberapa mall yang dimiliki
Penggugat (bukti P-19) adalah berupa bukti pene-
rinman bank, dan juga bukti P-23 berupa Pemerik-
saan Khusus atas operasional dan pengelolaan 4
(empat) mall, Laporan Auditor Independen No.12/
THR-W/JKT/XI1/2009. Tetapi dananya tidak pemah
di berikan kepada Penggugat yang mengakibatkan
kerugian.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat secara
hukum telah terbukti melakukan kecurangan (fraud)
dan kesalahan (culpas), dimana anggota direksi te-
lah melanggar prinsip fiduciary duty sebagai peneri-
ma kepercayaan (trustee) dan wajib mengabdi sepe-
nuhnya pada perusahaan (loyal duty). Dengan telah
melanggar peraturan perundang-undangan yaitu
Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya
Terguga mempunyai kewajiban menghindari ter-

jadinyabenturan kepentingan dalam melaksanakan
pengurusan perseroan tersebut meliputi: kewajiban
untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan
(money and property) perseroan untuk kepentingan
pribadinya, apabila hal ini dilanggar dan meng-
akibatkan perseroan mengalami kerugian, maka
direksi tersebut, telah dikualifikasikan melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad ) ber-
dasarkan pasal1365 KUHPerdata,dan atas perbuat-
an itu juga anggota direksi yang bersangkutan dian-

cam dengan pertanggungjawaban perdata (private
liability) dan bahkan dapat juga di tuntut pertang-
ungjawaban pidana (civil liabitity) rnenggelapkan
uang perseroan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana
atau Penipuan Pasal 378 KUHPidana.

Berdasarkan analisa, pertanggungjawaban Tergu-
gat | (pada saat itu selaku direksi Penggugat) secara
perdata saja, yang rnenunjukan Tindakan Tergugat
dalam melaksanakan pengurusan perseroan telah
melanggar peraturan perundang-undangan dan di-
antara perbuatan rnempunyai hubungan kausal de-
ngan kerugian yang diderita, maka tindakan pengu-
rusan itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata yang bunyinya: " Tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian bagi
orang lain, mewajibkan orang yang rnenimbulkan
kerugian itu adalah karena kesalahannya untuk
mengganti kerugian tersebut".

Dari uraian tersebut, jelas tanggung jawab Tergugat
pada perkara perdata ini terbukti telah mempu-
nyai tanggung jawab secara internal dengan tidak
di setomya uang sewa yang rnenjadi hak perseroan
yang mengakibatkan perseroan atau pemegang sa-
ham mengalami kerugian. Dengan demikian Hakim
dalam memutuskan pada Putusan Perkara Perdata
No0.09/Pdt.G/2010/PN.JktTim Seharusnya menga-
bulkan gugatan Penggugat dan menghukum Ter-
gugat untuk mengembalikan seluruh dana yang
diterimanya kepada perseroan (Penggugat) karena
terbukti telah menerima uang sewa gedung dari pe-
nyewa gedung yang seharusnya menjadi hak Peng-
gugat.

Maka dalam hal ini dalam penerapan asas piercing
the corporate veil terhadap Tergugat tidak hanya da-
pat diminta pertanggungjawabannya terhadap ke-
rugian yang dialami pihak ketiga yang mengakibat-
kan perseroan yang harus menanggung kerugian
tersebut tetapi juga dapat di minta pertanggungja-
waban direksi yang telah mengakibatkan kerugian
pada perseroan, apabila kerugian tersebut dapat di
buktikan dalam persidangan maka Tergugat dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta
pribadi.

Kesimpulan

Adanya peraturan atau pasal dalam Undang-
Undang yang mewajibkan kepada Perseroan untuk
rneletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan
pribadi Direksi yang terbukti telah melakukan per-
buatan rnelawan hukum sehingga dapat dilaksana-
kan (eksekusi) hasil putusan tersebut sesuai dengan
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alasan diterapkannya asas piercing the corporate
veil agar tercapai tujuan utama mencapai keadilan
khususnya pihak ketiga dan untuk menciptakan
ketertiban umum (openbare conduct). Dalam artian
seorang direksi sebagai organ yang melaksanakan
pengurusan sehari-hari perseroan serta memiliki
kewenangan untuk mewakili perseroan, hendaklah
melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang di-
milikinya sebagai seorang direksi sesuai dengan tu-
juan perseroan berdasarkan Anggaran Dasar (AD)
perseroan dan Peraturan perundang-undangan.
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